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__A. Latar Belakang,

Pertimbangan utama suafu negara mengoptimal-

Di samping itu, investasi dapat menghasilkan
multiplayer effect terhadap pembangunan ekonomi
nasional, karena kegiatan investasi tidak saja men-

kan peran investasi baik asing maupun dalam negeri
adalah untuk mengubah potensi ekonomi menjadi
kekuatan ekonomi riil dalam rangka mening-
katkan pertumbuhan ekonomi (economic growth).
Peran investasi tidak hanya sebagai alternatif terbaik
sumber pembiayaan pembangunan apabila diban-
dingkan dengan pinjaman luar negeri, tetapi juga
sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan
ekonomi suatu negara kedalam ekonomi global?

transfer modal dan barang, tetapi juga mentransfer
ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manu-
sia®, memperluas lapangan kerja, mengembangkan
indusiri substitusi impor uniuk menghemat devisa,
mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan
devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan
mengembangkan daerah tertinggal.* Oleh karena
itu banyak negara, tidak terkecuali Indonesia, yang
menjadikan kegiatan investasi sebagai bagian dari
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harus op.@gm bahvv& }ﬁ_

Baﬁaim cﬂ"m g:s :r; }g,::g;

keunu ﬂvm d’w modal dan seluruh sumber daya
yang diper iﬂmakmmya._(} eh karena itu, investor
selalu melakukan kajian awal (feasibility study) balk
terhadap aspek ekonomid, politik, dan aspek huku
sebelirm mm&&yzaﬁﬂ kepmtus*m untuk beriny emasﬂ
untuk memastikan keamanan investasi vang akan
dilakukannya. Terkaithal ini, setidak-tidaknya calon
investor akan z‘m.empe].tmmangkan pre“ SCOMOIIIC
opportinity, political stability, dan legal certninty? Ke-
tiga espek ini pulalah yang menjadi syarat mutlak
vang harus ada pada host counitry a@;a menarik bag1
calon investor. '

‘Cukup banyak analisis dan pub \ao;—pubhkasz

tentang m_aﬁchsr iklim investasi di Indonesia yang

. -pada:nmz}m wyarbermuare padasuatuskesiy “ipalan--- =

yang sangat mengkhawatirkan tentang kondusi-
vitas berinvestasi di Indonesia. D;;bman . Siman-
juniak misalnya menyoroti gangguan keamanan,
amuk peniarahan, ketidakpastian hukum, korupsi,
dan perselisihan perburuhan bergabung untuk
memudarkan daya tarik Indonesia ketika di tem-
pat-tempat fain muncul lokasi-lokasi yang bersinar
ceran, Ikhususnva &’C ina yang bersaing dengan In-

i }.a&;a*f 1’2_0:‘_

“Han ,_ikmn M. 'L“a W h_y z"neﬂgmmbazkan kondist
ebehim mememarﬁ\m modalselalu
cKonomi untuk meng’aa illan

ini ;e'i %_membezﬁcaml' _

s
b

langsung: M’:& kan auw:m m%a?a‘x kepai

=

ndanesn ceba&,u

uraian ya n i«;e:f}_ﬁ”ga 'mda 'ﬂdzzmva paza peja- T
bat rendah di kantor-kantor daerah dan pelabt ma;*‘r-: :
merasa bebas-bahlan harus menetapkan hal yang
samar-samar;:dengan mengeluarkan refrulasmya'..‘
sendiri. Situasi yang biasanya tidak memuaskan ini
sering 2<aizmwmpm% dengan tendensi pejabat senior '
H:ﬁ'ﬁ;.%_a. menerobos semua pita merah dan kelambatan. -
dengan memberikan pembebasan dari peraturan
atau dengzan membuat keputusan umum sebagai -
md’mg-uﬂdmg yang dikehendaki”. Ketika ini tﬁrw '
jadi seringlali 1da§§ elas apakahmereka mengung:
kapkan pernyataan mereka sendiri aiau benar-benar
mener aap}wzz peraturan pemerintah.”

Ferperintah ;_aﬁ«:up memahamd kondisi iklim in-
vestasi tersebul dan telah melakuken upaya-upava
ke arah perbaikan. Bahkan upava vang terakhir
dilakukan cukap fundamental yakni dengan me-
ngeluarkan wndang-undang Vancf bc"nu UU MNo. 25
Tahun 2007 : wntuk. menggantikan UU No. 1 Tahun

1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No.
6 Tabun 1968 tenteng Penanaman Msdal Dalam
Negerikarena dipandang tidak sesuai lagi dengan

donesia dalam kelﬁmpofivégek:mpok industri yang
sama atau mirip” Pandangan lain disampaikan
oleh Todung Mulya Labis yang menyatakan bahwa
selain kurang memadainya infrastruktur investasi,

a]e’a hambatan utama investast di Indonesia adalah
LJ kepastiar hukum, Dikatakan bahwa peng-
i uamﬁ:m thiSbQﬁVu “@nﬁzdflaﬂ T\Je%r!

keuu‘uuﬂew percepatan perkembangan perelono-
raian dan pembangunan hukum naswua] hus 5'
nyva di bidang penanaman modal 12 Pasal 3 UL
secara past m f:m&mm&é\m‘z asas kepastian hulku
pada uratan pertama dari 10 asas penyelenggaraan
penanamar modal di }1 -Lsig nesia.td

Hadirnva UU penanaman modal vang baru
dengan paz’aéwma baru merupakan langkah
maju vang cukup signifikan da_am menarik minat
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“investor, Namun meskipun demikian kehadiran UU
“No. 25 Tahun 2007 tersebut tidak serta menjadikan
seluruh permasalahan hukum bidang penanaman
moc‘ial di Indonesia menjadi terselesaikan. Kegiatan
penanaman ‘modal bersifat sangat kompleks
dan- karenanyatidak hanva terL.ali dengan saiu
~undang-undang saja. Hukum tentang penanaman
-modal tidak hanya terkait UU No. 25 Tahun 2007
“dan peraturan pelaksananya, tetapi juga akan
‘terkait dengan bidang hukum lain seperti hukum
perpajakan, hukum ketenagakerjaan, hukum
pertanahan, hukum perdagangan dan bidang
- hukum lain terkait transaksi bisnis baik berd1men51
‘nasional maupun internasional. Kepastian hukum
harus meliputi seluruh bidang hukum terkait
penanaman modal tersebut dan penerapannnya
dalam putusan-putusan badan peradilan di
Indonesia. Dengan demikian kepastian hukum
tidak saja meliputi kepastian substansi hukum tetapi
juga penerapannya dalam putusan-putusan badan
peradilan,

B. Kepastian Hukuwim sebagai Pertimbangan
Utama Investor

Horikawa Shuji, salah seorang pengusaha asal
Jepang menjelaskan pertimbangan investasi sebagai
aliran air. Air selalu mengalir daxi tempat yang pa-
ling tinggi ke tempat yang paling rendah. Apapun
alasannya, pelaku bisnis selalu mencari itu, sebab
pengusaha itu butuh ketenangan berusaha, berharap
mendapat insentif yang memadai dari pemerintah
dimana ia berinvestasi dan memperoleh peluang
untuk berkembang dengan lingkungannya, dengan
karyawannya dan dengan mitranya secara baik. Tan-
paitu, sulit bagi pelaku bisnis tiniuk berkembang ™
Apa yang dapat membuat investor merasa tenang
dalam berusaha adalah adanya kepastian hukum,
karena dengan kepastian hukum investor dapat
melakukan sejumlah prediksi terhadap rencana
usaha yang dilakukannya.

second, with the return which it yields. The faciors_
having a direct bearing on these conszdem‘fmns may be
classified as follows : i

(1). Political stability and financial mie«?r:i y in fi/ze
borrowing or host country; {2) purpose for which the
investient s made; (3) laws pertaining to capital and
taxation, atiitude towards foreign investment, and other
aspects of the investment climaie of the host country;
(4) future potential and economic growth of the country
where the investment is made; (5) exchange restrictions
pertaining to the remission of profits and with- dm‘ wzl of
the intitial investment.”

Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa bila suatu negara ingin menjadi
tujuan investasi, maka hukum terkait prosedural
dan kegiatan investasi harus dapat menciptakan
kepastian. Namun berbeda dengan kondisi ideal
tersebut, hampir setiap kajian mengenai iklim
investasi di Indonesia menempatkan ketidakpastian
hukum sebagai faktor yang menghambat
pertumbuhan investasi baik asing maupun dalam
negeri, baik investasi langsung (direct investment)
maupun portfolio investment. Studi Bank Dunia
yang dipublikasikan tahun 2005 mencatat bahwa
pada tataran perusahaan (firm level) ditemukan
sejumlah hambatan investasi yang masuk dalam
kategori instabilitas makro-ekonomi, kebijakan
dan regulasi yang tidak pasti dan tingginya tingkat
korupsi. Masalah lainnya meliputi rendahnya atau
sulitnya akses terhadap pembiayaan, rendahnya
supply energi listrik, rendahnya skill tenaga kerja,
regulasi bidang ketenagakerjaan, dan sejumlah
persoalan terkait desentralisasi kewenangan
investasi pada tingkat pemerintahan daerah.'®
Lebih jauh dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia
telah melakukan sejumlah upaya reformasi yang
cukup strategis dengan mengadopsi lebih banyak
reformasi fiscal, liberalisasi perdagangan, reformasi
sektor keuangan, perpajakan, ketenagakerjaan, dan
reformasi regulasi bisnis. Namun yang menjadi
permasalahan adalah adanya jurang (gap) antara

Bengarrdemilar setaim fakior poiittkelomontt
dan politik, faktor lain yang menjadi pertimbangan
bagi investor untuk menanamkan modalnya ada-
lah masalah kepastian dan prediktabilitas hukum.
Pendapat serada dikerukakan oleh Paul V. Horn
dan Henry Gomez sebagai berikui :*

“ In making foreign investment a number of important
points are to be taken into consideration. The Investor is
concerried, first, with the safety of his investment and,

political will Pemerintah dengan implementasi di
lapangan, termasuk adanya gap antara peraturan
dengan kenyataan penerapannya.”

Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2007 menerpatkan asas
kepastian hukum dalam posisi teratas dari 10 asas
penyelenggaran penanaman modal di Indonesia.
Asas ini menekankan pada kedudukan Indonesia
sebagai negara hukum yang meletakkan hukum
dan ketentuan peraturan perundang-undangan
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) sebavai dasar daiam se%aap kebijakan dan hndakan

dal am biciang z:renammaﬂ modal. Namun, masalah.

kepastian hukum dalam penyelen araan investasi

stidakos

cleh substansi ‘hukum pada bidang hukum bisnis
: -iamnya dan d;{enud«can pula, aspek kepas’uan dalam

it smﬁﬂm peﬁeﬁakm hukum, Dalam hal yang | terakhir
_ini penerapan kaidah hukdm dan’ peraturan pemn»—ﬁ__'
f-"_’dang_mmmc*an terkait investasi dalam. ‘peristiwa
“konkrit melalui putusan-putusan badan peradilan

“menja adi fakior sorotan adanya kepastian hukum.

Pada perspekiif ini dunia peradilanlah yang mem— '

berikan citra pada kepastian hukum tersebut.

C. Kepastian Huiwm dalam Transaksi Bisnis
M&%QE%‘? Manjadi Faktor Penghambat Investasi
di indonesia

Tialam hukum investasi, akiivitas investasi
tidak hanva meliputi tahap entry appropal (right to
eniry) atau yang biasa dikenal dengan istilah green
field fnvestinent, tetapi investor juga akan memper-
hatikan aspek kepastian hukum pada tahap post
establishient stage ataw brown field investment. Pada
fase ini investor sangat perhatian terhadap sisi
stabilitas, prediktibilitas dan kepastian hukum ter-
kait aktivitas usaha, hukum kontrak dan transaksi
bisnis pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ka-
tegori komponen-komponen yang mempengaruhi
investasi, yakni: (1), Kebijakan pemerintah yang
mempengaruhi cost seperti pajak, beban regulasi,

spungutanliar (red tape); korupstyinfrastruktug;ong--- -

kos w;x*msi investasi perusahaan (finance cost) dan
investasi di pasar tenaga kerja; (2). Kelompok yang
mempengasuhi risiko yang terdiri atas stabilitas
makro ekonomi, stabilitas dan prediktibilitas ke-
bijakan, property right, kepastian konirak dan hak
untul mentransfer keuntungan dan (3). Hambatan
untuk kompetisi vang terdiri atas hambatan regulast
vnifuk masuk dan keluar dasi bisnis, berfungsinya

Juruhnya ditentukan oleh kaidah-kaidah . .
: ";hu}\um dalam UU tersebut. Kepastian hukum dalam
" pengertian substansi harus pula didukung pula  kecewakarena barii dua tiga tahun berjalan kontral

- ekonomi ;eias ini sangat mmugikm menging

-chbatalkm Kesucmn kontrak (sanctiti i of C‘Dni“m,:‘
“seolah tidak berlaku di Indonesia™®
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talan kontrak oleh peagadﬂzm ang kerap chten garai

adanya prakt;k mafia peradilan ataupim- L<ea1da'5<~«.?-
pahaman substansi konivak berakibat pada :er‘ce :
dalanya i nwes;am _,raﬂg dilakukan. E‘scmyaéx investor
jangka panjang yang menanamkan moda]nya harus

dibatalkan oleh pengadiﬂan Secara peﬁutun@aﬂ“
sebelum ;@euntungan didapat, bahkan Z:fmif £
pomi tercapal, kontrak dianggap tidak ada karena

Investor sering mengalami kesulitan dﬂiamr
menyelesaikan perjanjian kontrak dan pembayaran
ketika mengikuti sistem hulaum di Indonesia. Aneka
keputusan persidangan sering tidak konsisten da-:
lam menilai fakta dan bukii-bukt vang tersedia. =

Selain itu, pengadilan di Indonesia khususnva
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sering '
dengan sengaja atau tidak mengabaikan isi-
perjanjian yang berlaku di antara pihak terkait, -
termasuk dalam sejumiah kasus di mana transaksi
sudah dilaksanakan. Sikap lembaga peradilan
yang kurang menghargai keabsahan kontrak kerja
sama itu memberi sinyal negatif atas komitmen
Indenesia dalam melaksanakan reformasi hukum -
dan penegakan keadilan. Sejumlah kasus, termasuk
Manulife, Prudential, PT Danareksa Jakarta,
PT Tripolyts, dan Asia Pulp & Paper serta anak
perusahaannya, di Indonesia menggambarkan
ketidakpedulian lembaga pengadilan terhadap
legitimasi transaksi komersial yang dibuatberdasar
perjaniian internasional. Kondisidni-menimbulkan:
dampalk besar terhadap tingkat risiko Indonesia
di pasar modal internasional dan atas arus modal -
langsung.®

Terintegrasinya ekonomi Indonesia dengan
perekonomian dunia mendorong terjadinya inter-
nasionalisasi aktifitas bisnis vang kemudian me-
nyebabkan beragamnya jenis transaksi bisnis. Para
pelaku bisnis di Indonesia akan berhadapan dalam

pasar keuangan dan infrastrukiur yang baik, serta
tersedianya dengan efektif hukum persaingan.’®
Kepastian hukum dalam transaksi dan kontrak-
kontrak bisnis di Indonesi masih rendah dan sangat
mempengaruhi minat investor. Hal ini tercermin
dari banvaknya kontrak antara investor asing dan
pihak Indonesia, baik pelaku usaha, badan usaha
milik negara maupun pemerintah yang dibatalkan
atau lerancam dibatalkan oleh pengadilan, Pemba-

satu kontrak transaksi bisnis dengan mitra bisnis
yang tidak saja berbeda sistem hukum nasionalnya
tetapi uga berbeda kultar hulum.

Transaksi bisnis internasional pada umumnya
didasarkan pada kontrak vang telah disepakati
oleh para pihak. Dengan adanya kontrak yang
mengikat tersebut melahirkan Keyakinan para pihak
terhadap ekspekiasi yang akan didapatkannya daxi
pelaksanaan konirak tersebut. Dan untuk harapan
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: -te;'sebut para pihak bersedia menggunakan sumber
~daya yang dimilikinya sebagai imbalan harapan
-yang diinginkan tersebut. Untuk memastikan
- harapan para pzhak tersebutlah kontrak yang diikat
“tidak saja _sgb_ag”u sumber kewajiban moral, tetapi
: 'jttga kewéj iban hukum yang pelaksanaannya wajib
- ditaati.” Sebagai konsekuensinya, maka hakim
: _'maupu,n pihak ketiga tidak boleh mencampuui isi
- perjanjian yang dlbuar oleh para pihak tersebut®
:Bagi mitra bisnis yang berasal dari negara

_-dengan kultur litigius kontrak adalah sesuatu-

‘yang suci dan harus dihormati, karena secara filo-
“sofis kontrak adalah perwu]udan dari keinginan/
‘pilihan bebas manusia bermartabat. Pembatalan
kontrak oleh pihak lain yang bertentangan dengan
| isi perjanjian adalah tindakan vang tidak rasional
dan mencerminkan hilangnya perhargaan tethadap
pilihan bebas manusia.” Jika hal ini terus dibenar-
kan, maka fungsi predictability hukum akan hilang
dan keadaan ini sama sekali tidak kondusif bagi
kegiatan investasi.

Ketidakpastian hukum dalam transaksi
bisnis sangat mempengaruhi keinginan investor
- berinvestasi, setidakniya karena dua hal: Pertama,
tidak ada kegiatan investasi yang dapat dilaksanakan
tanpa melakukan transaksi bisnis, Dengan kata lain
kegiatan investasi adalah bagian dari transaksi
bisnis (internasional. Kedua, karena pola internalisasi
perusahaan-perusahaan multinasional yang selalu
didahului oleh akiifitas transaksi bisnis internasional
(khususnya perdagangan internasional). sebagian
besar dari perusahaan multinasional cenderung
Antuk.membangun aktifitas mereka. di luar.negeri
dalam sebuah rentetan kegiatan yang terstruktur,
khususnya dimulai dari ekspor, kemudian
membangun sebuah kantor kecil perwakilan untuk
menambah kekuatan penjualan, pemasaran dan
distribusi operasi, dan pada akhimya membangun
sebuah investasi langsung dalam bentuk fasilitas
produksi.* Sistem perdagangan internasional
yang liberal dapat menciptakan iklim yang lebih

b. Kepastian Hukum dalam DL
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asmg terkaat :
Transaksi Bisnis i o

Penyelesaian SEHgI\EITa tr ansaks1 bisnis um’ umnya '
dilakukan secara konvensional melalui liti gasi, akan
tetapi implikasi kegiatan bisnis yang pesat terhadap
lembaga hukum berakibat j juga terhadap penga-
dilan, dimana pengadilan sering dianggap tidak
professional dalam menangani sengketa bisnis dan
tidak independen ” Bagi kenayakan pelaku transaksi.
bisnis internasional, penyelesamn sengketa melalui
pengadilan dianggap tidak efektif dan efisien. lagi
serfa memerlukan walkiu yang relative lama. Dji sam-
ping itu, penyelesaian sengketa melalui pengadﬂén
menempatkan para pihak pada sisi yang beriolalk
belakang, satu pihak sebagai pemenang (winner)
dan pihalk lain sebagai plhak vang kalah ( Iooser) Hal
ini kerap dlpandang tidak menyelesaikan masalah
bahkan semakin memperuncing perselisihan dan
akhirnya terjadi permusuhan yang tidak berkesu-
dahan. 26 Oleh karena itu, arbitrase lahir sebagai
alternatif penyelesaian sengketa yang dinilai efisien
dan efektif bagi transaksi b:sms, khususnya yang
bernuansa internasional.

Banyak faktor yang mendorong para pelaku
transaksi bisnis internasional memilih arbitrase,
diantaranya adalah karena putusan arbitrase bersifat
final and binding dan karenanya cenderung siap
untuk dilaksanakan, dan sifat arbitrase yang men-
jamin netralitas Dewan Arbitrase yang dipilih para
pihak, artinya tidak mempunyai nafional character?
Kedua alasan ini selalu menjadi pertimbangan pihak
asing yang melakukan transaksi bisnis di Indone-
sia. Pertimbangan pertama lebih mengarah pada
aspek kepastian hukum, dan pertimbangan kedua
lebih ditujukan untuk menghindari kemungkinan
terjadi nasionalisme sempit pada hakim pengadilan
nasional.®

Dalam sisitim hukum di Indonesia, karakteristik
final and binding pada putusan arbitrase diakui secara

menarik bagl perusahaan multinasional untuk
memulai kegiatan ekspor mereka di negara lost
country. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh host
country dengan tersedianya rejim investasi yang
bebas, jika tidak kemungkinan tahapan terakhir dasi
urutan strategi pengembangan bisnis perusahaan
muitnasional, yakni melakukan investasi langsung,
akan dilakukan ke negara lain yang lebih dapat
menjamin kepastian investasi mereka.

imperative dalam Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999,
karena tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi
maupun peninjauan kemball terhadap putusan ter-
sebut. Namun pada kenyataannya, terdapat sengke-
ta transaksi bisnis internasional yang telah diputus
oleh badan arbitrase, khususnya badan arbitrase
intemasional, justru menimbulkan kontroversi dan
pelaksanaan putusannya masth berlarut-larut yang
berujung pada pencitraan lemahnya kepastian hu-
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: mereka peﬁu}u sebagalmama termana dal m Jo

"melakukan tindakan apapun termasuk eksel\usx
' terhadap putusan Ma]ehs Arbitrase Ienewa

Diterimanya gugatan pembataiam puiusah -

: Arbltrase Jenewa tersebut oleh PIN ]akarta Pusat

_' mengaburkan kepastian hukum. Pasal VI jo. Pasal
V (1) (e) Konvensi New. York 1958 denc‘an tegas .

menyatakan bahwa pengadilan yang memlhkl
‘wewenang uniuk memutus permohonan pembatalan
tethadap: Putusan Arbitrase Internasional adalah
hanya pengadilan di negara mana, atatt berdasarkan
hukum mana putusan ‘fersebut dibuat. Dari segi
kompetenm relative, Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat juga tidak berwenang untuk mengadah
perkara tersebut. Pasal 72 daﬁ Pasal 1 ayat (4)

-.-.UU Arbztase dikatakan bahwa: penoadﬂan niegeri-

yam_Gr berwenang untuk memeriksa peikara adalah
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat tinggal termohon. Oleh karenanya, jelas
bahwa PN Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang
uniuk menerima gugatan pembatalan putusan
Arbitrase Jenewa, karena wilayah hukum PN Jakarta
Pusat tdak nlolipuh tempat nggal pemohori
kasasi. -

- Operation Contract (JOC) dan Energy. Salea Contract
(ESC).E. Pertamma ‘melakukan’ upaya hukum
o melalui gugat’m pembataian pumsaﬂ arbmase ke
' ""Psanc*adﬂanNegen}aﬁar*a Pusat, Gugatheri:a:mna [ '$

dikabulkan oleh’ Pengadﬂam Negeri Jakarta Pusat -

" dan selanjumya memenntahkan KBC untuk tidak =~
: %erencama

. 5._3_ a, Masaiah Fenghorma%an ieﬂ’iadap 'Hu?mm

' atau penghormatan terhadap hukum ma&h sanga%;
' .t1p1s Mind-set masyamkat terhadap Tukum ini

'..b Kepasiaa:ﬂ Hukum LR\

Indonesna adalah Lketidakpastian hukum. Masalah'
Cind gawat kalau darurat. Kasus-kasus yang tergolong:

- arbitrase mtemasxonai adalah karena tidak adanya:
'kepashan hukam ini. Sengketa—senakem vang

"4 (empat) masalah’ kultur ini. P di“antaranya’

Mas:ﬂah ini adalah sangatiah ¢ seniral. Penaamﬂ

harus dmbah secara bertahap, berhat;—haia, ciem-

- Salah satu hal. yang pastx mengenal hu}:um f:iz
besar yang melibatkan Indonesia di forum-forum

menaapat sorotan keras masyarakat mtemasmna“? -

o E{ultur Rezperkara Masyazakat N

Alm. Prof. Komar Kantaatmadja melihat katltur
masyarakat ini sebagal masalah cukup krusial dalam.
penyelesaian sengketa. Beliau mengemukakan

yang utama adalah keengganan untuk tidak mau
melaksanakan putusan arbitrase. Yang kedua adalah
upaya untuk mengulur-ulur wakiu sebagai taktik
uniuk tidak melaksanakan kewajibarnya.” Sengketa-

sengketa mengenai pembatalan putusanputusan
arbitrase asing (dan perlawanan terhadap puiu&;an
arbitrase domestik), yang acap timbul belakangan
ini_mimnelin danat dmmwd:mcr ke dalam r*:ﬁnm 0

Satu hai yang juga menimbulkan pertanyaan
adalah PN Jakarta Pusat menerima gugatan Per-
tamina sedangkan Putusan Majelis Arbitrase vang
menjadi objek gugatan belum didaftarkan di Penga-
dilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal dengan tegas
Pasal 70 UU Arbitrase menyatakan suatu puiusan
arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila sudah
didaftarkan di pengadilan.®

Terlepas dari adanya praduga bahwa perkara

lultur ini %

£. Kepastan dajam Hukum Kepallitan

Salah satu bidang hukum vang terkait dengan
bisnis internasional adalah hukam kepailitan, Pada
umumnya secara tradisional hukum kepailitan lebih
banyak diperbincangkan dalam konteks hukum
nasional. Namun dengan adanya transaksi bisnis

JURNAL HUKUM BISNIS

G




. ARTE%EL UTAMA

miernasmnai kepastian hukum-dalam hukum
' kepmhtan pun menjadi soroton masyarakat bisnis
internasional dan dapai' mempencraruiu 1&111‘11 in-
) Ves‘cas: suatu negara i

 Tahun 2004 adalah tahun 011gaitan bag1 P’I’ Pru-
_dent1a1 Life Assuiance {Prudential). Perusahaan
asuranst kampmn dari Inggris ini harus-jatuh
'_bangun menghadapi serano}cazlan gugatan dan
~permohonan pailit: Hukumonhne mencatat tak

~kurang dariempat, permohonan pailit plus gugatan
perdata terhadap perusahaan tersebut. Yang paling -

~menusuk tenfunya permohonan pailit yang diajukan

~ Lee Bon Siong, WN Malaysia yang pernah menjadi
agen Prudential ke pengadilan niaga. Permohonan
tersebui berbuntut dengan pailitnya perusahaan
yang tergolong ‘fop five’ di Indonesia. Namun, ke-
pailitan Prudential tidak berlangsung lama karena
Mahkamah Agung, tak sampai 30 hari membatalkan
putusan pengadilan niaga.**

Ketidakpastian dalam perkara ini berawal dari
ketidakpastian hukum kepailitan Indonesia karena
tidak jelas mengatur tentang konsep insolvensi dan
tidak mengenal konsep insolvensi test, sehingga sulit
dibedakan peristiwa berhenti membavyar karena
tidak mampu membayar dan berhenti membayar
karena tidak mau membayar. Peristiwa pertama
mengarah pada terjadinya keadaan pailit sedangkan
peristiwa kedua sebenarnya lebih mengarah pada
perbuatan cidera janji yang semestinya diselesaikan
melalui gugatan perdata biasa.

F. Perlu Harmomsasn Hukum

Globahsa51 mengu,bah masyarakat dan hukum
ada di dalam masyaralkat (ibi societas ibi ius). Jika ma-
syarakat berubah, hukum pun akan ikut berubah.®
Dengan demikian globalisasi hukum mengikuti
globalisasi bidang lain, khususnya globalisasi eko-
nomi. Salah satu karakter globalisasi hukum adalah
substansi undang-undang dan perjanjian-perjanjian
menyebar melewati batas-batas negara. Globalisasi

yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum
suatu negara. Namun akibat kepentingan ekonomi,
dimana transaksi tersebut telah dikenal luas dalam
prakiik bisnis masyarakatnya, maka pemerintah
melakukan upaya-upaya untuk mempositifkan
transaksi-transaksi bisnis tersebut dalam pemtui an
perundancrqmdancran

Komitmen Indonesia untuk berperan seria seca-
ra aktif dalam perdagemgan bebas mpmbumhkan
harmonisasi ‘hukum dengan mempe:aha’nkan atu-
ran-aturan. yang ‘memaksa gecara mtemas onal.
Berkenaan dengan hal tersebut dalam pembah'aman
hukum terkait transaksi bisnis di Indonesia, perlu
diperhatikan sejumlah konvensi-konvensi inter-
nasional, lex mercatoria yang berlaku diantara para
pedangan, dan model law yang ada, seperti CI5G, In-
coterm, Unidroit, UCP 600, Uncitral, Konvensi New
Yorlk, FCSID, UN Convention on the Use of Electronic
Cimmunications in International Contracts 2005,
dan lain sebagainya. Harmonisasi hukum juga pei-iu
ditakukan di antara negara-negara ASEAN, seperii
yang dilalaukan Uni Eropa dengan Principles of Euro-
pean Contract Law yang sebagian besar mengadopsi
Unidroit Principles of International Commercial
Contract (UPICCs) yang bertujuan mengatasi dispa-
ritas sistem hukum antara common law dan civil law
agar transaksi bisnis tidak terhalangi oleh }\endaia
perbedaan persepsi.

G. Kesiapan Melakukan Transaksi Bisnis
Internasional™

~Transaksi bisnis.internasional dapat-mmenim-
bulkan masalah yang cukup kompleks, terutama
karena perkembangannya yang cukup pesat dan
terdapatnya lebih dari sistemn hukum nasional dalam
satu transaksi. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan
yang cukup dalam melakukan transaksi bisnis in-
ternasional. Keseiapan ini meliputi seluruh tahapan
transaksi, vakni pada preparation phase, performance
phase maupun enforcement phase. Pertimbangan vang

hukum tersebut dapat terjadi melalui perjanjian-per-
janjian dan konvensi internasional, perjanjian privat
dan institusi ekonomi baru.* Di samping perjanjian
internasional, perjanjian-perjanjian privat pun dapat
mendorong ke arah perubahan hukum. Globalisast
telah mempermudah aktivitas manusia melewati
batas-batas teritorial negaranya. Berbagai transaksi
bisnis terjadi dan tidak jarang transaksi yang lahir
dari perjanjian privat tersebut adalah jenis transaksi

tidak memadai dalam setiap tahapan tersebut dapat
berakibat timbulnya masalah dalam pelaksanaan
transaksi vang bersanglkutan. Menurut Erman Raja-
gukguk aspek yang harus diperhatikan pada ketiga
tahap transaksi meliputi aspek budaya (cultural as-
pect), aspek hukum (legal aspect), dan aspek prakiis
{practical aspect).

Preparation phase. Pada tahap persiapan transaksi,
aspek kultural yang perlu diperhatikan meliputi pe-
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'-.__':ranaﬂ awy 7 ._dalam_budaya hukmﬁ :mﬁ:ia tmnsaksz
;Tzda}\. semua buday huknm masyarakat inferna-.

: :_-se%ahkﬂya bagi masyarakat timur seperti Cina,

| B .’}ep' _ g c’ian &orea pel an m}. nda_k terlﬁiu pemmg

. ). Pilihan hukum mi sangat penimu Larena selam =
g &apatmenghmdam keﬂdakpastlaﬁ pengaiman juga i
“akan mengurangi i forum shopping pka ferjadi perma-

_ :%Iahan dalam transaksi. Sebenamya dalam faseini -

peran pen-:racam sangat penting untuk memberikan
E ﬂas;haf kepada pela}au transaksi mengenaz keung-

G’iﬂaﬂ dm Leiemahan dari hukim yangakan daplhh K

Hal yang sama juga berlaku terhadap Klausula ter-
kait pilihan forum, Harus diperimbangkan secara
cermat forum y’mg akan dipilih untuk menyelesai-
kan sengketa iransaksi, apakah melalui pengadilan
atau alternatif penyelesaian sengketa non litigasi.
jika memilih arbitrase juga harus dipertimbangkan
keunggulan dan kelemahan forum arbitrase yang
dl?l_l_l_ﬂ, termasuk per i’lmbangan biaya. Ap'lbﬂa
pelaku transaksi telah memilih hukum maupun
forum penyelesaian sengketa maka sebenarnya
yang bersangkutan telah memahami konsekwensi
dari- pxhhan tersebut, sehingga diharapkan muncul
sikap vang bertanggungjawab terhadap pilihan
yang telah dilakukan. Terkait aspek prakiis trans-

i -aksi, maka satu hal.yang. sering.diabaikan adalah. .

l\ecukupan waktuuntuk membahas transaksi secara
menyeluruh baik dengan mitra fransaksi maupun
secara internal di lingkungan perusahaan. Termasuk
dalam pertimbangan prakiis adalah perhitungan
efisien waktu dan biaya dalam pilihan forum yang
akan disepakaii.

Performance phase. Pada fase ini dikenal lebih
jaxth budaya miira transaksi dalam transaksi yang

Laii Hukum persamoan hukum penk fan, arbli’rase -~
: _ S “dan pe};a}(sanaan pumsan arbitrase asing; peraturan
-l 1me}e§:al<kan peran perﬁ:mg bast Iawyer dalam_ o
g :._';iper apan transaksz “Pada mas ja:fak'}i Ameml;a EE
= _;menempai:kan peran .
P stmtevis'daﬂ lawyer dalam faﬂe péi siapan transaksi, -

. __'perai:urem perhndungan konstimen, dan peraturan
- lainnya yang terkait Iangsuﬂg dahm _p’elaksanaan
+ ransaksi. Sekah iagx peran Jawyer sangat diperiukan -
o 'dalam fase ini. Pada aspek prak’as p&rﬁmbaﬂgan
: 1m mﬂhputl sisi, praki:zs pengeunaan pengertian
~pengeriian yang akan dlmangkan dalam: E\on“crakf
R transaks1, karena d
* ngertian secara prakiis tentang sa
: yzmg dzpervunakan dalam transaks
majenrejuga perhi dzperhankan daiam aspek praktas
*ini, karena dapat saja suatu pemstzwa adalahkahar
“dalam’ pemahaman pzhak lain, tetapi tidak menurui.
_ _pmkt@k i:ransakm d1 negara mltra i:ransaksx o

- %:ransaksa terkait erat dengan budaya para plhafm
'Bagl mitra yang berasal dari negeri timur seperii.

an ferjadinya pembatalart atau penolakan ekseknsi

d_apat saja f@l]adi perbedaan pe-
istilah (definisi)
fasalah forc

Enforcemenf phase Met ode peﬁyelasamn sengketa .

Cina dan Jepang misalnya lebih suka menyele-
saikan sengketa mereka di luar pengadziaﬁ melalui-
mediasi, atau konsiliasi, sedanokanbagl masyarakai’
_Ameﬂka Senkat dan Eropa pada ymumnya I@b.h:-
cenderung memilih arbitrase yang mereka nilai lebih
memiliki kepastlan hukum. Terkait dengan pilihan -
arbitrase scbagai media penyelesalan sengketa,
maka dari sisi hukum harus dipahami berbagai
ketentuan terkait azbltrase dan Bagaimana penga-
kuan terhadap putusan arbitrase tersebut dinegara
sendiri maupun di negara mitra transaksi. Hal ini
sangat penting, karena meskipun diyakini secara
umum putusan arbitrase bersifat final and binding,
namun dalam beberapa kondisi masih dimungkin-

putusan. Ketentuan-ketentuan semacam ini harus
terlebih dahulu dipahami secara sadar dan penuh
tanggungjawab, sehingga pelaksanaan transaksi
tersebut dapat menonjolkan sikap itikad baik dan
penuh tanggungjawab. Sementara dari aspek prak-
tis, yang harus dipertimbangkan adalah terkait cost
benefit rationale dari system penyelesaian sengketa
vang dinilib

bersangkutan adalah sangat penting. Tindakan yang
mungkin membuat keteresinggungan mitra trans-
aksi akan membuat konirak transaksi menjadi tidak
berguna dan dapat merusak hubungan bisnis. Pada
aspek legal, diperlukan pemahaman yang cukup
tentang berbagai peraturan perundang-undangan
yang terkait dalam pelaksanaan transaksi, misalnya
peraturan terkait sistem pembayaran, batasan-bata-
san melakukan transaksi, peraturan-peraturan ter-

G. Penuiup

Kepastian hukum dalam transaksi bisnis
infernasional sangat mempengaruhi iklim investasi
i suatu negara, baik investasi langsung maupurn
portofolio, baik yang dilaluikan dengan modal asing
maupun modal dalam negeri. Ketidakpastian dalam

pengaturan dan penegakan hukum dalam transalksi
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'-blSﬂlS mtemasmnal memmu E{@%xdakﬁvamanaﬁ

"bermvesiasx dan ica:%;dwl pevm )mm t@zhar%aw il

: 'mvestam di ﬁegeua tersebui Dalamkonteks fﬂd@ﬁﬁsm
- lzeﬂdakpas% an i ansa%:s;_
- masih men}aciz bagian dari kendala investasi.
" '_Ke' dakpasuan ind 11da1f sa]a kar@na kenda}/pastzaﬂ
 substansi hukum (weratm an pemrad angmund&ncr&n)
~terutama karena. adaﬁya unclearity of starus and
_ deﬁmizon d'}"iam pemmiaﬂ pemmdang undangan,
tetapi juga karena. E\ﬁnciakpas fan
- peraturan ¢ dﬂam pumsai%pumsan pengadﬁam :
o Citra hukum yang tidak pasti tidak saja a dise-
“babkan oleh kelemahan substans hukum, tetapi

. ]uge;.kal ena _kelem_ahaﬁ sumber daya manusia dari

- penegak hukum dan kultur pelaku transaksi vang
lebih mengmiamakan pertimbangan keye;:;ﬁzwam
dam}ada itikad baik dalam me}Laksaﬁakan LPS‘JPE&*
katan transaksi. :

UU No. 25 Tahun 2007 Lentaﬂf‘“ ?fnamman Mo-
dal adalah langkah awal dalam pembdhc;maﬁ hu-
kum investasi (langsung} dan peraturan perundang-
undangan lainniva yang terkait dengan aktifitas
iransaksi. UL ini dengan tegas mencantumkan asas
kepastian hukum sebagai fundamental yang utama
penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia.
UU bukanlah jawaban akhir dari seluruh problema-
iika investasi di Indonesia tetapi merupakan instru-
ment hukum yang berupaya membertkan bentuk
dan arah pembangunan hukum investasi di Indo-
nesia. Oleh karena itu UU ini harus didukung oleh
pembaharuan dan pembangunan hukum investasi
secara menyeluruh, sistematik dan terintegral. Ba-

.nyak pekerjaan yang harus segera dﬂamﬂ«m PASCE. -

keluarnya UU ini. Dengan demﬂ\mn, sangat diha-
rapkan Indonesia menjadi tempat vang kondusit
bagi investasi, sehingga optimalisasi peran investast
dapat dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi
nasional dengan tetap memperhatikan kepentingan
nasional Indonesia sebagai negara berdauiat.
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